WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

PENGURAMNGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang

Meningat

KOTA PEKALONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 24 ayat (3)

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, periu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengurangan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Pekalongan;

:

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomeor 13 Tahun 1954 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5049);




5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat |l Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN BEA

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Walikota adalah Walikota Pekalongan.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya
disingkat DPPKAD adalah Dinas Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Kota
Pekalongan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTB, adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan.

Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau
bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan.

BAB Il
PENGURANGAN BPHTB

Pasal 2

Atas permohonan wajib pajak, dapat diberikan pengurangan BPHTB dalam hal :

a.

Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak
yaitu:




1. waijib pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program
Pemerintah dibidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan
secara ekonomis;

2. wajib pajak badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan
dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan lebih dari 20 (dua puluh)
tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan wajib pajak dan
keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat;

3. wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau
bangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana (RSS)
yang diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara
angsuran;

4. wajib pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang
mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat keatas atau satu derajat kebawah.

b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu
yaitu :
1. wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dan
hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah Nilai Jual
Objek Pajak;
2. wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas
yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;

3. wajib pajak badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter
yang berdampak luas pada kehidupan nasional, sehingga wajib pajak
harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai
dengan kebijaksanaan pemerintah;

4. wajib pajak badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau
peleburan usaha konsolidasi terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan
telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai buku dalam
rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Instansi berwenang;

5. waijib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang
tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau
sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa
bumi, gunung meletus dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;

6. wajib pajak orang pribadi, veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara
Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan
PNS, Purnawirawan TNI, Purmawirawan POLR| atau janda/duda-nya yang
memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas
Pemerintah;

7. wajib pajak badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang
memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka
pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS;

c. Tanah danfatau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau
pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain
untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak
ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik Institusi pelayanan
sosial masyarakat.

Pasal 3

Besarnya pengurangan BPHTB ditetapkan sebagai berikut :

a. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk waijib
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3;




b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk wajib pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 dan angka 4, huruf b
angka 1, angka 2, angka 4 dan angka 5, serta huruf c;

c. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk wajib
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, dan huruf b
angka 3 dan angka 6;

d. sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang terutang untuk wajib pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 7.

Pasal 4

Atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Walikota
berwenang memberikan Keputusan pemberian pengurangan BPHTB.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan BPHTB kepada Walikota
yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan/atau bangunan.

(2) Dalam hal kewenangan memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan
BPHTB berada pada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala
DPPKAD, meneruskan permohonan pengurangan BPHTB kepada Walikota
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal
diterimanya surat permohonan.

(3) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a angka 2, Pasal 2 huruf b angka 3, diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang BPHTB.

(4) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a angka 2, dan Pasal 2 huruf b angka 3, diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat pembayaran sebesar BPHTB Terutang
setelah pengurangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3.

Pasal b

(1) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan BPHTB
sebelum melakukan pembayaran dan membayar BPHTB terutang sebesar
perhitungan setelah pengurangan.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) wajib mengajukan
permohonan pengurangan BPHTB dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 7

(1) Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat
permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurang
BPHTB yang diajukan wajib pajak.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa mengabulkan
sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menolak.

(3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan
Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan
BPHTB yang diajukan dianggap dikabulkan dengan mengacu kepada
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.




Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 15 Agustus 2012
WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttdl.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
. pada tanggal 15 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH,

- %L —75-

DWI ARIE PUTRANTO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012 NOMOR 37
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